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» PENEGAKAN PERDA

Ratusan
Reklame
Konten
Politik
Ditertibkan

UMBULHARJO—Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Jogja menertibkan
ratusan reklame dan baliho ilegal yang
memuat konten politik dari bakal calon
anggota legislatif (bacaleg) dan tokoh
partai yang banyak terpasang di seputaran
Kota Jogja. Sampai Agustus ini, ada
ribuan reklame yang dicopot, 534 di
antaranya memuat konten politik.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor
Arafat mengatakan memasuki tahun
politik potensi pelanggaran reklame dan
baliho ilegal marak ditemukan di Kota
Jogja. Padahal sesuai Perda Kota Jogja
No. 6/2022 tentang Reklame pemasangan
harus memperhatikan lokasi maupun
mengantongi perizinan dari instansi
terkait. "Yang kami temukan banyak
belum berizin atau ilegal, kemudian
dipasang tidak pada tempatnya yaitu
di tiang listrik, tiang telepon, serta di
taman kota. Kalau petugas menemukan
seperti itu langsung dicopot,” katanya,
Kamis (24/8).

Octo menyatakan jajarannya sulit
mengidentifikasi pemasang atau pemilik
dari reklame dan baliho ilegal itu.
Biasanya petugas akan berkoordinasi
dengan jawatan penyelenggara pemilu
dalam melakukan penertiban. Sebab,
Satpol PP Kota Jogja hanya mengacu
pada perda penyelenggaraan reklame
dalam penertiban. "Aturan soal kampanye
dan pemasangan APK [alat peraga
kampanye] belum keluar. Biasanya
kalau kami tahu siapa pemiliknya,
maka kami mendorong pemilik agar
mengurus perizinan, tapi biasanya
petugas tidak tahu reklame atau baliho
miliK siapa,” katanya.

Komisioner Bawaslu DIY Divisi
Penanganan Pelanggaran dan Data
Informasi, Bayu Mardinta Kurniawan
menyampaikan pada Peraturan KPU
No.15/2023  tentang  Kampanye
Pemilihan Umum sebenarnya sudah
ada aturan teknis dan ketentuan
dalam pemasangan APK. Pedoman
itu nantinya bisa digunakan sebagai
bahan untuk membuat payung hukum
di masa kampanye. "Tahapan sekarang
masih sosialisasi partai politik belum
masuk pada kampanyé. Kami juga
mencermati soal fenomena partai politik
atau bacaleg yang mencuri start saat
menjelang tahapan sudah bergulir,”
katanya. (Yosef Leon Pinsker)
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